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ABSTRAK

Di Thailand, lembaga yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan
tidak hanya Amphor (81.n4), tetapi juga Majelis Agama Islam Pattani (MAIP) yang

secara khusus menangani pencatatan pernikahan bagi masyarakat Muslim. Dengan
demikian, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas dalam pencatatan pernikahan,
masing-masing dengan prosedur yang berbeda. Namun demikian, pencatatan
pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam belum diakui secara sah
menurut hukum negara, meskipun MAIP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk
dan disahkan oleh negara serta diakui kewenangannya dalam mengurus hukum
keluarga bagi warga negara Muslim, khususnya di Thailand Selatan. Di sisi lain,
kewenangan MAIP memiliki batasan tertentu.

Penelitian ini mengkaji bagaimana pencatatan pernikahan di Majelis Agama
Islam Pattani dan bagaimana pandangan hukum Thailand terhadap pencatatan
pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani ? Jenis penelitian lapangan
ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dengan analisis kualitatif
dengan model mengkaji mekanisme pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh
Majelis Agama Islam Pattani serta menganalisis pandangan hukum Thailand terhadap
pencatatan pernikahan yang berlaku di lembaga tersebut.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila perkawinan yang hanya dicatat
oleh Majelis Agama Islam Pattani (MAIP) dapat menghadapi keterbatasan dalam
pemenuhan hak-hak sipil, seperti pengurusan status hukum anak, hak waris,
maupun administrasi kependudukan lainnya, kecuali dilakukan pencatatan lanjutan
pada Amphor yang berwenang. Dengan demikian, hukum Thaland memandang
pencatatan pernikahan oleh MAIP Pattani sebagai pelengkap keagamaan yang
penting, namun tetap mensyaratkan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian
dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan
mekanisme pencatatan pernikahan yang efektif agar pernikahan dapat diakui sekaligus
oleh hukum negara dan hukum Islam.

Kata Kunci: pencatatan pernikahan, Majelis Agama Islam Pattani-Thailand
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ABSTRACT

In Thailand, the authority to register marriages is not vested solely in the
District Office (Amphor), but also in the Pattani Islamic Religious Council (Majelis
Agama Islam Pattani/MAIP), which specifically administers marriage registration for
the Muslim community. Accordingly, there are two institutions responsible for
marriage registration, each operating under different procedures. However, marriage
registration issued by the Islamic Religious Council has not been fully recognized as
legally valid under state law, despite the fact that MAIP is a state-established and
state-sanctioned institution with recognized authority to manage family law matters
for Muslim citizens, particularly in Southern Thailand. Nevertheless, the authority of
MAIP is subject to certain limitations.

This study examines the practice of marriage registration at the Pattani Islamic
Religious Council and analyzes the perspective of Thai law regarding marriage
registration conducted by the institution. This research is a field study employing a
descriptive-analytical method. Data were collected through interviews and
documentation. A juridical approach with qualitative analysis was applied to examine
the marriage registration mechanisms implemented by MAIP and to analyze the
position of Thai law toward marriage registration practices at the Council.

The findings indicate that marriages registered solely by the Pattani Islamic
Religious Council (MAIP) may face limitations in the fulfillment of civil rights, such
as the determination of a child’s legal status, inheritance rights, and other population
administration matters, unless subsequent registration is completed at the competent
District Office (Amphor). Therefore, Thai law views marriage registration conducted
by MAIP Pattani as an important religious complement, while still requiring civil
registration to ensure comprehensive legal certainty and protection. Accordingly, an
effective marriage registration mechanism is necessary to ensure that marriages are
recognized simultaneously under both state law and Islamic law.

Keywords: marriage registration, Pattani Islamic Religious Council, Thailand.
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MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
- Ta’ T te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D de
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R er
J Zai Z zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di bawah)
U= Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
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L za Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge

- Fa’ F ef

S Qaf Q qi

& Kaf K ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

o Nun N ‘en

5 Waw w we

> Ha’ H ha

s Hamzah ¢ Apostrof

¢ Y&’ Y ye

II. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

& ditulis Hikmah

ake ditulis “illah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan 4

sLal) ditulis al-Ma’idah
4e3l) ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

BRENERES ditulis Karamah al-auliya’




c. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah
ditulis t atau h.
hill 585 ditulis Zakah al-fitri
IV. Vokal Pendek
: a
e ditulis
Jza N Fa’ala
- dituli !
: itulis .
8 Zukira
: u
Y ditulis
A y Yazhabu
V. Vokal Panjang
) Fathah+ alif ditulis a
b ditulis Fala
) Fathah + ya’ mati ditulis a
i ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jral ditulis Tafstl
4 Dammah + wawu mati ditulis i
J3al ditulis Usal
VI. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
'] ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
A330 ditulis ad-Daulah
VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
au\\ ditulis a’antum
el ditulis a’iddat
&K Gl ditulis la’in syakartum
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VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”

Ol ditulis Al-Qur’an

Cnladl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

APV ditulis as-Sama’

Sl ditulis asy-Syams

IX.

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

=308 5 ditulis Zawi al-furid
43500 (al ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan
huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
el a0 I il plass 2
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
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sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, AlI-Ma’arif dan sebagainya
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KATA PENGANTAR
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan salah satu yang diciptakan oleh sang pencipta Allah SWT. kepada
manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami memiliki kebutuhan.
Langkah awal untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan a’qad nikah
antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang sah
dalam Agama Islam dan dapat diterima oleh manusia secara umumnya. Dalam
Islam menikah dianjurkan sebagai cara yang sah dan untuk memenuhi naluri
kemanusiaan yang berkaitan dengan hubungan antara lelaki dan perempuan.
Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memenuhi hak dan
kewajiban anggota keluarga, antara suami istri dan anak saling menghormati.
Hal ini akan melahirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Sebaliknya
apabila pasangan suami istri tidak memenuhi hak dan kewajibannya, akan
melahirkan keluarga yang sering berkonflik dan sulit untuk mencari
kebahagian dalam rumah tangga. Bila tidak ada solusi, akan terjadi perceraian.
Pada umumnya, secara umum penduduk di negara Thailand sekitar
67,726,419 juta merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha
93.46% atau 63,299,192 juta. Muslim di Thailand hanya 5% atau 3,639,233 juta
dari semua jumlah keseluruhan penduduk Thailand.! Minoritas muslim di

Thailand berasal dari ras Melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa

1 "Population by religion, sex and administrative division, Trat: 2010". NSO. Diakses
tanggal 9 March 2021.



dan budaya mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ras melayu tersebut
banyak tinggal di kawasan Thailand selatan. Dan orang-orang melayu di sana
terkenal dengan nama orang Patani.

Pada awal abad ke-15 wilayah Patani ini menjadi sebuah negara yang
mempunyai kerajaan sendiri. Negara Patani menjadi sebuah negara yang pemeluk
Islamnya terbesar di Asia Tenggara dengan nama kerajaan Islam Patani
Darussalam. Pada tahun 1785 M. Patani dijajah oleh Siam (Thailand), kemudian
negara Patani diresmikan menjadi wilayah Thailand pada tahun 1902 M.? Patani
menjadi sebuah negara yang berada di bawah Thailand, sehingga penyelesaian
hukum islam khususnya hukum perdata yang terkait dengan pernikahan,
perceraian dan hukum warisnya dapat diselesaikan oleh hakim yang disebut hakim
dhoruri yang ada di Majelis Agama Islam Patani.

Pada sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-

o

undang untuk orang Muslim tentang urusan Agama Islam, (ngyaneicy TRagann)

yaitu Undang-undang perlindungan Muslim Thailand. Tahun 1947 pemerintah
Thailand mengeluarkan Undang-undang tentang urusan Masjid. Kedua Undang-
undang ini bukan hanya berlaku khusus untuk Pattani Thailand selatan, namun
berlaku untuk seleruh kaum Muslim di Thailand. Hukum-hukum pernikahan
dalam Islam yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani mempunyai kedudukan

yang sangat penting, di mana banyaknya ayat-ayat maupun hadits dijelaskan

2 Ahmad Omar Chapakia. Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand,
(Malaysia University Kebangsaan Maleysia, 2002), hlm. 35.

% Kod May Banyat Islam adalah Undang-undang perlindungan Muslim Thailand.



secara detail. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara dalam
kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan
dengan kehidupan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna.

Pencatatan pernikahan dalam masyarakat Pattani menjadi sebuah
permasalahan dalam kehidupan masyarakat umunnya dalam kepengurusan yang
berkaitan degan perundangundang, pelaksanaan pernikahan yang berlaku di
masyarakat Muslim Pattani umumnya melaksanakan pernikahan di Masjid desa
masing-masing atau di Majelis Agama Islam Pattani (MAIP) bukan di Pengadilan
Negeri (PN) atau Lembaga-lembaga lainnya dan pencatatan pernikahan yang
dilaksanakan di Masjid itu dikeluarkan oleh pada Tok imam®* di Masjid tempat
desa masing-masing sendiri dan yang melaksanakan pernikahan di Majelis Agama
Isalam maka Majelis Agama Isalam itu sendiri yang mengeluar surat pencatatan
pernikahan.

Pernikahan suami istri yang sah harus dicatatkan di Pengadilan Negeri, di
mana pemerintah megeluarkan Undang-undang pencatatan pernikahan. Mayoritas
masyarakat Muslim Pattani yang akan melaksanakan pernikahan, akan langsung
ke Tok imam dan Majelis Agama Islam. Surat catatan pernikahan yang
dikeluarkan oleh Tok imam dan Majelis Agama Islam sudah sah, tidak perlu
mencatatkan di Pengadilan Negeri. Bila ada masalah percerian yang berhak
menangani tentang hukum Agama bukan Pengadilan Negeri, sesuai dengan

kewewenangnya untuk menangani masalah perceraiannya adalah Majelis Agama

4 Tok imam adalah orang yang dilantik oleh masyarakat desa masing-masing untuk
menjadikan sebagai imam masjid yang tetap sekaligus menguruskan urusan hukum agama pada
masyarakat desa itu dan diakui oleh Majelis Agama Islam wilayah tertentu.



Islam. Apabila ada masalah dalam keluarga misal ingin bercerai, maka mereka
akan ke Tok imam Masjid wilayah masing-masing bukan di Majelis Agama Islam
dan Pengadilan Negeri. Bila ada yang belum dapat diselesaikan atau tidak
memuaskan hati Tok imam, maka para pihak yang berperkara menghadap ke
Majelis Agama Islam Wilayah yang bersangkutan.

Walaupun Undang-undang negara sudah memberi wewenang kepada
Majelis Agama Islam tetapi kewenangannya terbatas dan tidak sesuai realitas di
masyarakat. Pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam atau Majelis
Agama Islam akan menjadi problem/ permasalahan dalam kepengurusan UU
Negara. Bila dalam pelaksanaannya ada pemeriksaan dari aparat negara tentang
status suami istri dan dibuktikan dengan surat pencatatan, maka tidak diakui dan
juga tidak diterima oleh aparat negara.

Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat ada berbagai dampak yang
berlaku dari kalangan masyarakat Pattani. Pelaksanaan pencatatan pernikahan ada
yang mengatakan dengan baik dan juga postif karena menyadari pentingnya
pencatatan pernikahan dan dirasa bermanfaat yang ditimbulkan dari aturan-aturan
tersebut, dan ada pula dari kalangan masyarakat yang mengatakan secara negatif
karena pelaksaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama
Islam dianggap tidak sah dan juga tidak berlaku pada urusan-urusan yang terkait
dengan urusan pemerintahan dan negara Di dalam kajian literatur klasik pada
kitab figih tidak ditemukan bahwa pencatatan sebagai syarat-syarat sah
pernikahan. Pernikahan merupakan ranah privat seharusnya negara tidak berhak

ikut campur. Dengan alasan demikian yang menjadi dalih kalangan yang menolak



pencatatan-catatan pernikahan. Tetapi mereka lupa bahwa di sisi positif dari aturan
tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan itu, di antaranya yaitu
berfungsi baik di segi data kepedudukan, percerian, serta berhubungan dengan
setatus anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Ketika terjadinya perselisithan
atau permasalahan dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya
hukum yang sangatlah membutuhkan akta otenik.
Oleh kerana itu permasalahan yang berlaku di Majelis Agama Islam

Pattani pernikahan sangat menarik untuk diteliti dan dikajinya.
Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah, beberapa hal dapat menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Pattani ?
2. Bagaimana pandangan hukum positif Thailand terhadap pencatatan

pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Pattani ?
Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan merupakan usaha dalam memcah masalah yang disebutkan
dalam perumusan masalah di atas tujun yang hendaknya dicapi dalam penelitian
yaitu:

a. Untuk menjelaskan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam

Pattani Thailand.
b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pencatatan yang

berlaku di Majelis Agama Islam Pattani.



D. Telaah Pustaka
Kajian tentang pencatatan pernikahan yang sebenar bukan merupakan suatu
kajian baru sama sekali, kerana sudah banyak telah cendikiawan atau peneliti yang
membahaskan tentang objek-objek pencatatan pernikahan ini sejak dari dulu,
namun demikian belum ada peneliti yang telah membahas tetang judul penelitian
ini, dan juga penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang
Analisis Pencatatan Pernikahan Di Majelis Agama Islam Pattani-Thailand.
Demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya
terkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga Islam di Pattani Thailand, antara

lainnya:  Pertama, Buku yang ditulis oleh Praserd Daeyiwa

(TetfryainguunedaaiudnnnensauAsIwazisen, Kotbanyat kotmay islam krobkrua

moraduk)® Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Warisan.
Buku ini menjelas tentang undang-undang Agama Islam mengenai Hukum
Keluarga Islam dan Kewarisan.®

Kedua, buku yang ditulis oleh Den Tok Mina dan Bukhari Ban Raman,

(ngusne@aany, Kot may islam)’ undang-undang islam yang menjelaskan

bagaimana Agama Islam dan hukum Islam dilaksanakan di Thailand, diantaranya

S Khod Banyat kodmai Islam lae” Moradok adalah undang-undang pelaksanaan hukum
keluarga Islam dan warisan

6 Praserd Daeyiwa, Undang-undang Pelaksana Hukum Keleuarga Islam dan Hkum Waris
Islam, ( Songklha: (Songkhla: Prince of Songkhla university: 2007), hlm,1-89.

" Kod May Islam adalah hukum Islam.



mencakup hukum keleuarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan
dengan cara mengkonsumsi makan.®

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Waeberaheng Waehayee, Konsep Wali
Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand. Penelitian ini
menjelaskan tentang Undang-Undang hukum keluarga Islam di Thailand dan
konsep wali nikah dalam undang-undang hukum keluarga Islam Thailand,
mencari latar belakang pemikiran konsep wali nikah, menelusuri sejauhmana
otoritas wali dalam memaksakan suatu pernikahan dan sejauhmana kebebasan
mempelai dalam menentukan pernikahannya sendiri. metode yang digunakan
terungkaplah bahwa konsep wali nikah undang-undang hukum keluarga Islam
Thailand disatu Sisi berusaha untuk disesuaikan dengan konteks dan karakter
kehidupan masyarakat Islam di Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi
raja, adanya wali dari tuan hamba, adanya kreteria yang menjadi pedoman bagi
wali dalam memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan, adanya tertib wali
nikah yang begitu berbeda dan adanya syarat-syarat khusus bagi mereka yang
dijadikan wali nikah serta adanya otoritas bagi wali untuk memaksa pernikahan
disatu sisi dan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menikah dalam kondisi
tertentu dengan tanpa wali disisi yang lain. Disamping itli, adanya penyaduran
terhadap hiikkum Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam

Thailand. dari zaman dulu sampai sekarang.’

8 Den Tok Mina dan Bukhari, Islamic Law, cet. IV, (Bangkok Ramkhamheng university:
2009), him.1-231.

® Waebueraheng Waehayee. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga
Islam Thailand”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008



Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ruslan Luebakaluting,
Peran Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan
(Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam
(MAIP). Penelitian menjelaskan bahwa betapa pentingnya peranan lembaga yang
menangani hiilkum perkawinan di pengadilan Agama, persamaan dan perbedaan
kedua Negara yaitu Thailand dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian diskriptis analisis mengkaji keperpustakaan yang mengambarkan dan
menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan
pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan yuridis
normatif. Penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai peranan utama
sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu,
fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebegai lembaga pelayaan ibadah sosial,
pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejateraan masyarakat
muslim.*°

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tanita Maknab, ‘“perbandingan
pencatatan pernikahan di Thailand Selatan,” penelitian ini menjelaskan tentang
perbedaan dan persamaan hukum yang berlaku di Thailand dan Thailand selatan,
hasil penelitian menujukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam
hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan.

Persamaan di antara keduanya yaitu pertama, sama-sama terdapat undang

yang mengatur tentang tidak boleh menikah sama saudara sedarah. Kedua, di

10 Muhammaad Ruslan Leubakaluting, “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia
dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama islam
(MAI)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm. 1-69



Thailand maupun di Thailand selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya
mencatatan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga hukum pencatatan pernikahan di
Thailand dan Thailand selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau dasar
kemauan sediri (yakin atau tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya,
pencatatan pernikahan di Thailand selatan.'

Dari hasil penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa penelitian dahulu
belum ada yang membahas hal yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis.
kejadian yang seperti halnya yang penulis bahas tentang Analisis Pencatatan
Pernikahan Di Majelis Agama Islam Pattani-Thailand, jadinya penelitian yang
terhahulu menfokuskan tentang perbadingan hkum pencatatan pernikahan
diantara Thailand dan Thailand selatan dan juga yang satu lagi itu mengfukuskan
tentang peran MAIP dalam dakwah di masyarakat Pattani. Maka penelitain ini
akan peneliti menfukuskan tentang pencatatan pernikhan yang terkaitan dengan
undang-undang negara, oleh kerana itu, peneliti berupa untuk meneliti lebih jauh
tentang Analisis terhadap pada Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

E. Kerangka Teoritik
Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan, Thailand, menetapkan bahwa
pernikahan dinyatakan sah apabila telah tercatat di Majelis Agama Islam (MAIP)
setempat. Pencatatan tersebut memberikan kekuatan hukum yang mengikat

terhadap pernikahan tersebut.

11 Tanita Maknab, skripsi: Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand
selatan, UIN Sunan Kalijaga (2016), hlm. 1-20
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai pisau analisis
dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Pendekatan tersebut
dipilih untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi pencatatan
pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan, Thailand.

Secara yuridis, ketentuan hukum nasional tentang hukum pencatatan
pernikahan dapat dilandaskan kepada hukum perdata yang menjadi dasar dalam
praktek masyarakat, dalam hukum perdata yang mencukupi VI bab dari pasal 1435
- pasal 1598 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam menyelesaikan
perkara-perkara pernikahan di Thailand.

Demikian pula di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan, Thailand,
berdasarkan Keputusan Perdana Menteri tentang pemberlakuan hukum nasional
di seluruh negara serta hukum Islam di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, dan
Satun pada tahun 2489 B.E. Oleh karena itu, hukum Islam diperbolehkan berlaku
di Thailand, khususnya pada empat wilayah di bagian selatan yang mayoritas
penduduknya beragama Islam. Adapun hukum Islam yang dilaksanakan di
Thailand meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam tentang
Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal pernikahan tercantum dalam Bab I dan
mempunyai V bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari 22-187.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan Agama dan Negara.
Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam penetapan suatu hukum di dalam
sebuah Negara. Agar aturan yang bertujuan untuk membenahi tatanan masyarakat

dapat diterima oleh mereka. Dimana Negara itu perlukan untuk mencapai tujuan
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yang dicita- citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan
otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan
agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
Metode Penelitian
Penelitaian ini tentang pencatatan pernikahan diantaranya pencatatan pernikahan
yang dicatat di Majelis Agama Islam dan di Pengadilan Negeri yang berkaitan
dengan Undang-undang pemerintah dan hukum Islam dan pencatatan pernikahan
adalah suatu ysng menjadi sebuah akta autik yang membuktikan pernikahan oleh
suatu keluarga.

Agar penelitian dapat mengarah masalah sesungguhnya maka diperlukan
pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih

fokusnya.

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field
research), yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam
penelitian kuantitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menentukan arah
penelitian berdasarkan konteks yang ada. Dalam metode ini, peneliti secara
langsung mencari data ke Majelis Agama Islam (MAIP) Wilayah Pattani
Selatan, Thailand, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi
implementasi pencatatan pernikahan di lembaga tersebut.

2. Sifat penelitian
Sifat penelitian deskriptif-analitis di dalam penelitian ini. Deskriptif adalah

menggambarkan secara tepat Implementasi Pencatatan Pernikahan di
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Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand. Setelah itu, dilakukan

analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori di atas.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis.

Pendekatan yuridis dipahami sebagai pendekatan yang memandang hukum

sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book),

yang dilakukan melalui pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.

Dalam kerangka ini, peneliti menganalisis asas-asas hukum, norma-norma

hukum, serta pendapat para sarjana. Sementara itu, pendekatan historis

berangkat dari prinsip bahwa suatu fenomena hukum yang ada pada masa
kini tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan fenomena di masa
lalu.

Sumber data

Dalam melakukan penelitian, agar tercapai data yang tepat penyusun

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara
pengumpul data (pewawancara dengan sumber data (responden).
Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan
secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh
pewawancara. Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu
melakukan wawancara kepada Majelis Agama Islam wilayah Pattani

Selatan Thailand.
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b. Dokumentasi, yaitu pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan
sebagainya Teknik pengumpulan data tentang pencatatan pernikahan di
Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand. Dengan cara
meneliti dokumentasi dokumentasi berupa berkas yang berhubungan
dengan pencatatan pernikahan.

C. kepustakaan yaitu menelaah buku-buku atau skripsi yang releven
dengan masalah yang dibahas.

5. Pengumpulan data: data primer, data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan
memperkuatkan bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisis dan
pehaman yang lebih dalam'? sehingga ada pengatuan atas dasar hukum
menghasilkan Analisa hukum baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi
bahan hkum sekunder yaitu penjelasan dari peraturan-peraturan perudang-
undang yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan petujuk
pelengkapan yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan
seperti: Kamus Besar Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan

seterunya.’®

2 Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat,
(Jarkarta:Raja Grafindo Persada 2019), him.23.

13 Ibid, him. 54.
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6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit
melakukan sintesa menyesun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang
dipelajari dan membuat \kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain. Miles Hubeman (1984) mengatakan bahwa “the most serious
and central difficulty in the use of qualitative data is that methoss of analisys are
not well formulate”.

Setelah data-data terkumpul dari wawancaranya dan dokumentasi, makanya
langkah-langkah selajutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian ini,
analisis data-data deskripsi kualitatif langkah-langkah berikutnya:

a. Reduksi data dalam arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan
demikinnya data-data yang telah direduksinya akan memberikan gambaran
yang lebuh jelas lagi dan mempermudahkan peneliti untuk malakukan
pengempulan data-data selanjutnya, dan mencari bila diperlunya.'*

b. Penyajin data, setelah data direkduksi, maka langkah-langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan (menyajikan) datanya. Dalam penelitian kualitatif

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table,grafik, pictogram.

14 Sugiono, Metodode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), him.247.
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Memulai penyajian data tersebut, maka data-data terorganisasikan, tersusun
dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.’®

c. Vertifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ini adalah menarikan
kesimpulan dan vertivikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan buktinya yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awalnya didukung oleh bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengulkan
datanya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesempulan yang
kredibel.'® Supaya data-data yang dapat boleh hubungan satu sama lain untuk
menyesuiakan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Pencatatan
Pernikahan Di Majelis Agama Isalam Pattani-Thailand.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan

alasan penyusun melakukan penelitian ini. Selanjutnya, disajikan rumusan

masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Telaah pustaka berfungsi untuk

menelusuri karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya serta menunjukkan

perbedaan penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian terdahulu.

Kerangka teori berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis

permasalahan penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan pendekatan dan

metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun sistematika

15 Ibid, hlm. 249.
18 1hid hlm. 252.
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pembahasan memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi
yang akan dibahas oleh penyusun.

BAB II : Pencatatan pernikahan dalam hukum islam, Tentang pengertian
pencatatan pernikahan dan Konsekuensi Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat.

BAB III : Pelaksanaaan pencatatan pernikahan pada majelis agama islam
wilayah pattani, Thailand, Profil Majelis Agama Islam Wilayah Pattani serta cara
Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama dan undang-undang
hukum perdata tetang keluarga di Thailand bangain tentang syarat-syarat
pernikahan.

BAB IV : Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses
pernikahan masyarakat Muslim di Pattani pada dasarnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan syariat Islam. Pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di
Majelis Agama Islam Pattani merupakan upaya administratif untuk memberikan
kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat Muslim dalam pelaksanaan
perkawinan.

BAB V : merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh
pembahasan dalam skripsi ini untuk menjawab apa yang menjadi rumusan
masalah yang telah diuraikan diatas. Kemudian bagian ini juga memuat saran dari

penyusun yang terkait dalam penelitian ini.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.

Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam (MAIP) Pattani dilaksanakan
sebagai bentuk administrasi keagamaan bagi masyarakat Muslim setempat.
Proses ini dilakukan setelah terpenuhinya rukun da syarat pernikahan menurut
hukum Islam, dengan melibatkan Tok imam atau petugas yang ditujuk oleh
Majelis Agama Islam dalam pelaksanaannya, MAIP Pattani mencatat data
calon mempelai, wali, saksi, serta waktu dan tempat akad nikah ke dalam
dokumen resmi keagamaan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti
administratif bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan secara sah
menurut syariat Islam, meskipun pencatatan yang dilakukan olehn MAIP
Pattani belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam
sistem hukum negara Thailand.

Pandangan hukum positif Thailand terhadap pencatatan pernikahan yang
berlaku di Majelis Agama Islam (MAIP) Pattani menempatkan pencatatan
tersebut sebagai pencatatan yang bersifat keagamaan dan belum sepenuhnya
memiliki kekuatan hukum administratif negara. Dalam sistem hukum
Thailand, pengakuan resmi terhadap suatu perkawinan pada umumnya
diperoleh melalui pencatatan pada lembaga pencatatan sipil negara(Amphor).

Oleh karena itu, meskipun pernikahan yang dicatat oleh MAIP Pattani
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dipandang sah menurut hukum Islam dan diakui secara sosial oleh masyarakat
Muslim setempat, pencatatan tersebut belum secara otomatis menimbulkan
akibat hukum dalam ranah hukum positif nasional. Akibatnya, perkawinan
yang hanya dicatat oleh MAIP Pattani dapat menghadapi keterbatasan dalam
pemenuhan hak-hak sipil, seperti pengurusan status hukum anak, hak waris,
maupun administrasi kependudukan lainnya, kecuali dilakukan pencatatan
lanjutan pada instansi negara yang berwenang. Dengan demikian, hukum
positif Thailand memandang pencatatan pernikahan oleh MAIP Pattani
sebagai pelengkap keagamaan yang penting, namun tetap mensyaratkan
pencatatan sipil untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara
menyeluruh.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:
Pertama, dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama
Islam Wilayah Pattani, pernikahan yang telah dicatat oleh MAIP dinyatakan sah
menurut hukum Islam. Namun, apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada
lembaga kenegaraan, maka pasangan suami istri tidak memiliki hak untuk
mengajukan permasalahan hukum di Pengadilan Negeri. Hal ini tentu merugikan
masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, karena penyelesaian masalah
menjadi terbatas hanya pada tingkat Dato’ Yuttitham. Apabila surat nikah dapat
langsung disahkan menurut hukum Islam dan hukum negara tanpa harus melalui
proses pencatatan ganda, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik dalam

menyelesaikan persoalan hukum keluarga di tingkat negara.
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Kedua, bagi masyarakat, pencatatan pernikahan memang tidak bersifat
wajib dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi, apabila pernikahan tidak
dicatatkan pada lembaga negara, pasangan kehilangan hak untuk membawa
permasalahan rumah tangga ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, lebih baik
pernikahan tetap dicatat, baik di Majelis Agama Islam (khususnya bagi
masyarakat Melayu Patani Thailand Selatan) maupun di Pengadilan Negeri.

Ketiga, bagi pemerintah, penting untuk mempertimbangkan kebijakan
yang memungkinkan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya di
lembaga negara tetap memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan persoalan
rumah tangga melalui Pengadilan Negeri, sehingga hak-hak hukum warga dapat

terlindungi secara lebih efektif.
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